BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR >° TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

L

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah — daerah Kabupaten Kota




.

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan pasal 176
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43795);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
4509);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




26.

27,

28

29.

-G~

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor
3/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2020 Nomor 6/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016
Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 17);
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Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017
Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 21 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2017 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2019 Nomor 18/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor
S/A);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 1/A);
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36. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 7/E);

37. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor
34/E);

38. Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2019 Nomor 78/A) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 49
Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2020 Nomor 49/A);

39. Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2020 Nomor 70/A).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 302.540.062.676,13
b. Dana Perimbangan Rp. 1.469.898.940.288,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 483.437.313.865,00
Jumlah Pendapatan Rp. 2.255.876.316.829,13




2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Bunga Rp.
3) Belanja Subsidi Rp.
4) Belanja Hibah Rp.
5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
6) Belanja Bagi Hasil Rp.

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.

874.892.497.181,00
0,00

0,00
120.529.413.500,00
7.020.158.000,00
13.792.042.093,85
328.688.033.926,00
105.185.265.046,92

8) Belanja Tidak Terduga Rp.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
3) Belanja Modal Rp.

Rp. 1.450.107.409.747,77

14.418.704.760,00
546.412.488.593,71
271.999.153.804,09

Jumlah Belanja

(Defisit)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.

Rp. 832.830.347.157,80
Rp. 2.282.937.756.905,57
Rp. (27.061.440.076.44)

176.531.898.604,37
0,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 176.531.898.604,37

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 149.470.458.527,93

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I dan la Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 5 «gustus 2021

BUPATI BLITAR,

&

4

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 5 Agustus 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 36/ 4




